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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Narkotika menjadi masalah yang terus menghantui negara Indonesia tiap tahunnya. Berbagai macam regulasi pun telah dibuat pemerintah demi menuntaskan permasalahan tentang Narkotika. Akan tetapi semua regulasi tersebut seakan tidak cukup untuk mengatasi perkembangan Narkotika saat ini.[footnoteRef:1] Berdasarkan data putusan pengadilan terkait kejahatan narkotika sejak tahun 2023 sampai 2025 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. [1: Mahfin Gianjar Viandro1 dan Gunawan Hadi Purwanto, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoron pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn), Jurnal Justitiable, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 3-4.] 

Tabel 1
Angka Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Indonesia
Tahun 2023-2025
	No
	Tahun
	Jumlah Kasus

	1
	2023
	49.810

	2
	2024
	49.067

	3
	2025
	59.425


	        Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung (2026)

Angka kejahatan narkotika dan psikotropika yang disebutkan sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah kasus kejahatan narkotika dan psikotropika yang terjadi pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat menjadi indikator adanya peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika di masyarakat, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan beban pada sistem penegakan hukum. Data ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi yang lebih efektif dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan pemerintah untuk mengendalikan peredaran narkoba. Data statistik tersebut menunjukkan tren peningkatan ini sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemberantasan narkoba secara komprehensif.
Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjamin kehidupan masyarakatnya telah berupaya dengan cukup baik dalam memberantas Narkotika selama ini. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.[footnoteRef:2] [2: Dio Aliefs Toufan, Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2019), hlm. 2.] 

Prevalensi tingkat penyalahgunaan Narkoba khususnya Narkotika di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana Indonesia yang belum berorientasi pada pemberian sanksi pidana secara maksimal dan pencapaian tujuan dari Program P4GN yakni memutus mata rantai drug demand dan supply reduction. Hal ini disebakan oleh aspek sistem pemidanaan di Indonesia yang dijalankan oleh masing-masing aparat penegak hukum lebih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana (liability on fault or negligence atau fault liability) yang didasarkan pada adanya kesalahan (green straf zonder schuld), tanpa mempertimbangkan akibat prevalensi dari perbuatan pelaku peredaran gelap Narkoba. Prevalensi ini termasuk juga di wilayah Provinsi Sumut khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang tidak hanya telah merugikan negara namun juga merugikan keberlangsungan generasi muda.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan narkotika, yang salah satunya diimplementasikan dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan permintaan (Demand reduction), pengawasan ketersedian (suplay control), maupun pengurangan dampak buruk (harm reduction). Namun, demikian penyelenggaraan Program P4GN tersebut (2010-2015), masih belum optimal di dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, bahkan Sejak 2015 lalu Presiden Ir. Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki Darurat Narkoba, dan presiden telah menyatakan perang terhadap narkoba. Presiden menganggap kejahatan narkoba masuk dalam golongan kejahatan luar biasa, terlebih lagi kejahatan narkoba yang terjadi di lintas negara dan terorganisasi sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.[footnoteRef:3] [3: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Perkembangan Dan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Dan Kejahatan Transnasiona, Bahan Pembekalan Pasis Sespim Polri Dikreg ke-47 TP. 2008, hlm. 2.] 

Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab belum optimalnya penegakan hukum melalui pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika, antara lain: Pertama, pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika belum menekankan pada bekerjanya sistem peradilan pidana (criminal justice system) secara terpadu dan satu atap sehingga berimplikasi terhadap penjatuhan sanksi pidana yang tidak maksimal. Kedua, pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia belum memandang perbuatan (handeling) peredaran gelap Narkotika sebagai the oldest social problem of human sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana untuk menerapkan sanksi secara maksimal. Ketiga, Presiden tidak pernah lupa mengingatkan agar penanganan hukum harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat. Keempat, tutup semua celah penyelundupan narkotika terutama di wilayah perairan. Kelima, Presiden meminta agar kampanye kreatif bahaya narkotika terus digaungkan terutama untuk kalangan muda. Keenam, pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) lebih diperketat.
Kondisi faktual menggambarkan bahwa tindakan kepolisian melalui pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan guna mengamankan wilayah Pelabuhan dari potensi ancaman tindak pidana penyelundupan Narkotika dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD).
Adapun indikator belum optimalnya penanganan dengan pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain dalam pelaksanaan tindakan kepolisian belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi tindakan kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya srategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata kelola manual mutu yang tersusun dalam susuan tata kelola organisasi Kepolisian yang mencakup kewenangan Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan. 
Memperhatikan perkembangan hakekat ancaman berupa rawannya tingkat kriminalitas peredaran gelap Narkotika di wilayah perairan yang timbul sehingga berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif dari Polri khususnya Polres Pelabuhan Belawan dalam sistem penyelenggaraan pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat melalui koordinasi lintas sektoral dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika, yang didalam sistem itu terdapat komponen lain yang turut berperan melalui patnership building. Langkah-langkah tersebut berupa Implementasi Manajemen Operasional Keamanan dan Ketertiban yang dapat dimengerti dan dipedomani, hal ini sangat penting bagi upaya terwujudnya kemandirian Polri dalam penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah perairan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Humas Polres Pelabuhan Belawan Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kecamatan Medan Belawan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peranan Humas Polri dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Kecamatan Medan Belawan oleh Polres Pelabuhan Belawan?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Kecamatan Medan Belawan oleh Polres Pelabuhan Belawan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Humas Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Kecamatan Medan Belawan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.
2. Untuk mengetahui peranan Humas Polri dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Kecamatan Medan Belawan oleh Polres Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Kecamatan Medan Belawan oleh Polres Pelabuhan Belawan.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Humas Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Kecamatan Medan Belawan.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu komunikasi, khususnya mengenai peran humas dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan narkotika, serta memperluas pemahaman tentang hubungan antara humas dan masyarakat dalam situasi krisis. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang efektivitas strategi dan taktik humas dalam mendukung tugas polisi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan teori tentang manajemen humas di institusi penegak hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan dan strategi humas Polres Pelabuhan Belawan dalam menjalankan tugasnya terkait pemberantasan narkotika, serta dapat melakukan perbaikan dan inovasi dalam metode komunikasi, promosi, serta hubungan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dapat membantu humas dalam menyusun program edukasi dan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan peran polisi.
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